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yang menciptakan, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah. Allah 
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Checcks and Balance Sytem 
Sistem saling mengontrol dan mengimbangi, yang menempatkan semua lembaga 
negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam 
penyelenggaraan negara. 
Hak/Kewenangan Konstitusional 
Hak dan/atau kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
Judicial Review 
Pengujian norma hukum oleh lembaga yudikatif. Judicial review di Indonesia 
meliputi Constitutional Review dalam arti Judicial review of Legislation, yaitu 
pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Judicial review 
of Regulation yaitu pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang oleh Mahkamah Agung. 
Materiele toetsingrech 
Pengujian produk perundang-undangan yang berkenaan dengan materi muatan 
yang berkaitan dengan bunyi dan makna dari ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Bentuk pengujian produk 
perundang-undangan yang menguji procedural pembentukan disebut pengujian 
formil 
Putusan Positive Legislature 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang yang dalam 
putusannya mengatur. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya 
mengatiur bias terdapat pada putusan conditionally constitutional maupun 
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